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ry universitas Jember

RINGKASAN

Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia sangatlah penting
artinya, karena hampr seluruh kehidupan manusia bergantung pada tanah
Mengingat Indonesia negara agrans, fungsi tanah menempati kedudukan yang
sangat pentiong, sehingga kerap terjadi sengketa mengenai tanah, sebab untuk
matipun manusia memerlukan tanah untuk persemayamannva vang terakhir

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA bahwa untuk menjamin
kepastian hukum oleh pemenntah diadakan pendaftaran tanah, dengan diberikan
sertifikat tanah sebagai alat bukti hak atas tanah yang dimiliki.

Peralihan hak atas tanah dengan Akta jual beli PPA'T berdasarkan Pasal 37
ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1997 menjelsakan bahwa pendaftaran peralihan hak
atas tanah dapat didaftarkan jika ada bukti akta vang dibuat dibadapan PPAT
scbagal pejabat vang berwenang,

Ada tiga (3) permasalahan vang dibahas dan uraian tersebut vaitu

. Bagaimana prosedur pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Kabupaten

Sidoarjo ?

ra

Bagaimana kekwetan hukum dan fungsi akta fual belr hak atas tanah di

Kabupaten Sidoaryo 7

3. Apakah kendala-kendala dalam prosedur pembuatan akia jual beli hak atas
tanah di Kabupaten Sidoaryo ?

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah disamping untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum juga untuk mengetahui ketiga masalah tersebut diatas. Untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan metode penulisan untuk
membahas permasalahan yang ada, dalam hal ini penyusun mengunakan metode
Pendekatan Yundis Normatif dan metode Pendekatan Yundis Empiris. Sumber
Data yang digunakan Sumber Data Sekunder ditunjang oleh Sumber Data Primer,
prosedur Pengumpulan Data dan pengolahan data yang digunkan adalah Study
Kepustakaan dan wawancara langsung pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Kabupaten

.
xn
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Sidoarjo. Setelah data terkumpul dilakukan analisa data dengan menggunakan
metode diskriptif kualitatif,

Sebagai hasil terakhir dari pembahasan terhadap ketiga masalah tadi, maka
diperoleh suatu kesimpulan bahwa Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada PPAT sebagai pzjabat vang berwenang
membuatkan Akta Jual beli, seperti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nomor 640.350.0.6650 perihal Kewajiban
PPAT se-Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan yang dikeluarkan ditujukan guna
terciptanya administrasi tanah kabupaten Sidoarjo yang tertib dan teratur, Dengan
demikian PPAT dapat melakukan proses pembuatan akta jual beli vang terarah,
tertib dan teratur sehingga masyarakat dapat mengerti proses pembuatan akta jual
beli tersebut dengan mudah.

Akta jual beli PPAT yang mempunyai kekuatan hukum sebagai akta
autentik, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu sengketa tanah,
Dan selamn itu akta jual beli PPAT dapat digunakan sebagai proses peralihan hak
atas tanah yang dapat mengakibatkan beralihnya pemegang hak atas tanah. Dari
hal tersebut terlihat bahwa akta jual beli PPAT memegang peran penting sebagai
alat bukti yang kuat guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum
bagi pemegang hak atas tanah selain dan adanya sertifikat sebagai bukti
kepemilikan tanah.

Kendala dalam pembuatan akta jual beli PPAT merupakan hal yang biasa
bagi PPAT, dikarenakan struktur lapisan masyarakat Indonesia yang beraneka
ragam. Banyaknya orang yang tidak mengerti proses dari pembuatan akta jual beli
PPAT, memberikan semangat bagi PPAT untuk memberikan arahan dan
pengertian bagi masyarakat yang ingin membuat akta jual beli di PPAT,
Konsultast berupa arahan dan pengertian dilakukan oleh PPAT secara cuma-

cuma.

Xiii
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BAB I
PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menempatkan tanah pada
kedudukan yang penting. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia vang dijajah selama
350 tahun oleh kolonial Belanda, menunjukkan indikasi bahwa tanah sebagal
milik bangsa Indonesia telah diatur oleh bangsa lain dengan sikap dan miat yang
asing bagi kita. Tanah sebagai berkah Illahi telah menjadi sumber keresahan dan
penindasaan. Rakyat ditindas melalui politik dan hukum pertanahan yang tidak
berkeadilan, demi kemakmuran bangsa lain,

Di dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara vang susunan
kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak
agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tihan Yang Maha Esa
mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil
dan makmur, Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17
Agustus 1945, maka landasan politik hukum agraria/hukum pertanahan di
Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni tercantum dalam
ketentuan pasal 33 ayat (3) vang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan umuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”. {Harsono, 2000:28).

Tanah mempunyai nilai strategis karena didalamnya terkandung tidak saja
aspek fisik akan tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik serta
pertahanan keamanan dan aspek hukum. Sccara teoritis sumber daya tanah
memiliki 6 (enam) jenis nilai vaitu (1) nilai produksi, (2) nilai lokasi, (3) nilai
lingkungan, (4) nilai sosial dan (5) nilai politik serta (6) nilai hukum,

Berdasarkan perkembangan hubungan antara manusia dengan tanah, maka

timbul berbagai macam perbuatan hukum yang menyangkut masalah tanah,
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[RS]

misalnya jual beli, sewa menycwa, hibah, hak tanggungan, pemberian kredit dan
schagainya.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengatur dan
menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar pokok-Pokok Agraria, vang diharapkan mampu menjawab permasalahan
tentang tanah yang timbul di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1960 ini, maka akan dapat terjamin kepastian hukum dan perlindungan
hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 vang
berbunyi bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
Ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”, merupakan aturan yang
menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah di Indonesia.

Dan peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tetapi karenma peraturan
pemerintah tersebut dipandang tidak lagi sepenuhnya mendukung tercapainya
hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional di Indonesia, maka pemerintah
membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah sebagai pengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961. (Harsono, 2000:519),

Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 ini dicantumkan ketentuan-ketentuan
yang mengatur peralihan hak atas tanah dengan jual beli yaitu tercantum dalam
pasal 37 ayat (1) yang menvatakan :

Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
melalui jual belt, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali hak melalui lelang
hanya dapar didafiarkan jika dibuktikan dengan akia yang dibuat oleh
PPAT, vang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan vang herlaku.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang yang dimaksud PP

Nomor 24 Tahun 1997, dalam melaksanakan tugasnya dibidang pendafiaran tanah
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juga telah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat |
Akta Tanah. Tugas pokok PPAT tersebut dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) PP

Nomor 37 Tahun 1998 vang menyatakan

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagaian kegiatan pendafiaran
tanah dengan membuat akia sebagai hukti telah dilakukannva perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun, vang akan dijadikan dasar bagi pendafiaran perubahan
data pendaftaran lanah vang diakibatkan oleh perbuatan hukum ity

Dan salah satu perbuatan hukum tertentu yang dimaksud pasal 2 ayat (1)

PP tersebut adalah jual beli hak atas tanah (pasal 2 ayat (2) huruf a PP Nomor 37
Tahun 1998).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998,
maka dari perbuatan hukum dengan jual beli tersebut, PPAT berdasarkan
kewenangannya akan membuat akta jual beli yang mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta autentik.

Akta jual beli PPAT tersebut, dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan
peralihan hak atas tanah dan secara otomatis juga menyebabkan peralihan
pemegang hak atas tanah vang bersangkutan,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil tema jual beli hak
atas tanah yang dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan
penulis merumuskan judul dari tema diatas yaitu “Tinjauan Yuridis tentang
Pelaksanaan Jual Beli Hak atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 5§ Tahun 1960 di Kabupaten Sidoarjo®.

1.2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi yang berjudul “Tinjavan Yuridis tentang
Pelaksanaan Jual Beli Hak atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 di Kabupaten Sidoarjo”, maka penulis hanya akan
membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan jual beli atas tanah

berdasarkan hukum yang berlaku dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo.
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1.3, Rumusan Masalah

Sesual dengan latar belakang masalah diatas maka dapat dimunculkan
suatu permasalahan untuk diteliti lebih lanjut dengan pembatasan perumusan
masalah sebagai berikut :
|. Bagaimana prosedur pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Kabupaten

Sidoanjo ?
2. Bagaimana kekuatan hukum dan fungsi akta jual beli hak atas tanah di

Kabupaten Sidoarjo ?

a3

Apakah kendala-kendala dalam prosedur pembuatan akta jual beli hak atas
tanah di Kabupaten Sidoarjo ?

1.4. Tujuan Penulisan
Tuwjuan yang hendak dicapai dari penulisan ini meliputi tujuan umum dan
tujuan kKhusus
L4l Tujuan Umum
Adapun tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :
1. Guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai pelar sarjana hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember:
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku
perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di masyarakat;
3. Untuk menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para

mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.4.2. Tujuan Khusus
Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah -
I. Untuk mengetahui prosedur pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang

dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) vang berkedudukan di
Kabupaten Sidoarjo;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

jital Reposit /ersita nber

2. Untuk mengetahui Kekuatan hukum dan fungsi akta jual beli hak atas tanah
yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) vang
berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo,

3. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam prosedur Pembuatan akia jual beli
yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akita Tanah (PPAT) vang
berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo.

1.5. Metodologi
l.lﬁ.l. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan vang baik dan terarah maka dalam

penulsan skripsi ini pendekatan mnstah yang dipergunakan adalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif
Yaitu teknis pendekatan dengan jalan penelaahan melalui  peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai dasar pemecahan masalah.
Dengan kata lain, mengka)i dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan
hukum vang berlaku (Soemitro, 1998.97)

2. Pendekatan Yunidis Empiris
Yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Hal
int bertujuan untuk mendapatkan data dan para pihak vang terkait, khususnya
prthak yang ada hubungannya dengan jual beli hak atas tanah di Kabupaten
Sidoarjo yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan salah satu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT ) vang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo,
sebagar bahan kajian dart segi prakus dengan membandingkan antara teor

dengan kenyataan yang ada dilapangan,

1.5.2. Sumber Data
1.5.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung
dari keterangan dan penjelasan  dari orang-orang vang berwenang. (Soemitro,
1998 88).
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Dalam hal ini keterangan mengenai jual beli hak atas tanah di Kabupaten
Sidoarjo diperoleh dari wawancara dengan Bapak Subivanto,BSc., staf Subseksi
IIT (Peralihan hak, Pembebanan Hak dan PPAT) Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R Suprapto No. 7 Sidoarjo dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Ratna Letiani Satria.S.H.
(S.K Menten Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 63-X1-1993 tanggal
24 juli 1993), jalan Raya Wadung Asri No. 42 Waru-sidoarjo, yang berhubungan
dan terkait dengan proses jual beli hak atas tanah di Kabupaten Sidoarjo.

1.5.2.2. Sumber Data Sekander

Sumber data Sckunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber
dengan cara mengadakan studi perpustakaan yaitu melalui buku-buku, internet
dan peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan

yang akan dibahas,

1.5.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Di dalam penulisan skripsi ini. pengumpulan dan pengolahan data
dilakukan dengan cara sebagai berikut -

I. Study Kepustakaan (Libarary Research),

Merupakan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan
cara membaca literatur, internet atau bahan pustaka vang berkaitan dengan
masalah  yang hendak dikaji. Study Kepustakaan ini berarti melakukan
penelusuran kepustakaan dan penelashannya Manfant yang diperoleh adalah
adanya teari-teori, dasar-dasar konsep vang telah dikemukakan oleh para ahli
terdabulu, mengikuti perkembangan yang akan diperoleh atau diteliti. Untuk
melengkapt skripsi it penulis mencantumkan  dasar  hukumnya  Peraturan
Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997 sebagar pelengkap dari Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 yang saat ini juga diberlakukan
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2. Studh Lapangan (Field Research)

Merupakan data dengan memperoleh keterangan serta penjelasan melalus
wawancara langsung (interveiew terbatas) dengan Bapak Subiyantio,BSc., staf
Subseksi Il (Peralihan hak, Pembebanan Hak dan PPAT) Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R Suprapto No. 7 Sidoarjo dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Ratna Letiani
Satria,S. H. (S.K.Menter1 Agraria’/Kepala Badan Pertanahan Nasional No, 63-X]-
1993 tanggal 24 juli 1993), jalan Raya Wadung Asri No. 42 Waru-sidoarjo.

L.5.4. Analisis Data

Metode analisis data vang digunakan adalah dengan menggunakan metode
diskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan
analisa yang diupi dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas . (Soemitro, 1998:138).
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2.1. Fakta

Pengelolaan tanah di Indonesia mempunyai landasan konstitusional vang
merupakan arah dan kebijakan pengelolaan tanah sebagaimana yang tercantum
dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut
dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) yang memuat kebijakan pertanahan nasional (national land
polity) yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia Dalam
penyelenggaraan pengelolaan tanah Khususnya yang berkaitan dengan
pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah (land tenure and land rights)
diperlukan lembaga pendafiaran tanah untuk kepastian hukum antara pemegang
hak atas tanah, peralihan hak tanah, hak tanggungan atas fanah, peralihan hak
tanggungan. Selain itu pendafiaran tanah merupakan sumber informasi untuk
membuat keputusan dalam pengelolaan pertanahan baik penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Lembaga pendaftaran tanah yang dimaksud adalah Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dan dalam rangka penyclenggaraan tugas pendaftaran tanah di
Indonesia dilakukan oleh Kantor Pertanahan serta dibantu oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 37 ayat (1) PP
Nomor 37 Tahun 1997 vang berbunyi ;

Peralthan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
melalui fual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali hak melalui lelang
hanya dapat didafiarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
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PPAT, yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan vang herlaku,
maka PPAT akan membuat akia-akia PPAT sebagai bukti telah terjadinva suatu
perbuatan hukum tertentu vang mengakibatkan perubahan data pendaltaran tanah.

Dalam pelaksanaan proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli ini,
PPAT hanya berewenang membuatkan akta mengenai Jual beli hak atas tanah
vang fterletak di dalam wilayah/dacrah kena tertentu sesuai dengan vyang
ditentukan/ditunjuk  oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional di Indonesia. Kewenangan daerah kerja ini sesuai dengan ketentuan
vang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi “PPAT hanya berwenang
membuat akta mengenai hak atas tanh atay Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
vang terletak di dalam daerah kerjanya™,

Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) PP Nomor 37 tahun
1998 yang menyatakan bahwa “Dacrah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya”, maka PPAT yang berkedudukan di
Kabupaten Sidoarjo harus melaksanakan tugas membantu terselenggaranya
pendaftaran tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

PPAT Kabupaten Sidoarjo berwenang untuk membuat akta jual bel yang
mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta autentik (pasal 1868
KHUPerdata), tetapi setelah kelengkapan vang dibutuhkan untuk membuat akta
Jual beli hak atas tanah telah dipenuhi oleh para pihak vang bersangkutan.

Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan
kewajiban PPAT dalam  Surat kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 24
November 1998, Nomor 640.350.0-6650 angka 1 (satu), maka PPAT vang
berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo harus menyampaikan akta-akta yang telah
dibuat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo selambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta tersebut,

Pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya
bertujuan untuk pendafiaran perubahan data pendaftaran tanah di Kantor
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Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut, maka Kantor
Pertanahan  Kabupaten Sidoarjo mengkoordinasi  seluruh  PPAT yang
Berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai pejabat yang membantu pendaftaran tanah di
Kabupaten Sidoarjo sehingga administrasi pendaftaran tanah berjalan dengan
tertib dan lancar.

2.2, Dasar Hukum

Berdasarkan metode pendekatan masalah vang dipergunakan dalam
penulisan skripsi im yakni pendekatan yuridis normatif, mak dasar hukum vang
dipakai dalam penulisaan sknipsi ini adalah berbagai aturan hukum vang berlaku,
Khususnya yang mengatur mengenai ruang lingkup jual beli hak atas tanah, yakni -
I Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 ayat (3)

"Bumi dan air dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyar”

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104)

Pasal 19 ayat (1) :

“Untuk menjamin Kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang chatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 19 Ivat (2):

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi -

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah:
b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
. pembenan surat-surat tanda bukti hak, vang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolahan Hak atas

Tanah dan Bangunan
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolahan Hak atas Tanah dan
Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 5 :

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”

Pasal 37 ayat (1) :

" Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui
Jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali hak melalui lelang hanva dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Paraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal | ayat (1)

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun”

Pasal 2 ayat (1) :

“ PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendafiaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
yang akan dijadikan dasar bagi pendafiaran perubahan data pendaftaran
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”

Pasal 4 ayat (1) :

“ PPAT hanya berwenang menbuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak didalam daerah kerjanya”
Pasal 14 ayat (1)
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“Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerju Kantor Pertanahan
Kabupaten/kotamadya™

7. Peraturan Menten Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

2.3. Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian Jual Beli Hak Atas Tanah

Perkataan jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan suatu
perbuatan hukum dimana sesorang melepaskan vang untuk mendapatkan barang
yang dikehendaki secara sukarela. (Soimin, 2001:86).

Menurut hukum barat yang pengaturannva terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
vang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas)
suatu benda dan pihak lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang telah
dijanjikan (pasal 1457). (Perangin, 1994:14)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui, bahwa penjual dan pembeli
ferdapat hak dan kewajiban masing-masing, pihak penjual berkewajiban
menyerahkan barang yang dijual, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk
membayar harga barang vang dibeli kepada penjual. (Soimin, 2001:86).

Sedangkan mengenai persctujuan jual beli berdasarkan hukum barat juga
diatur dalam pasal 1458 KUHPerdata, dimana adanva kata sepakat tentang
barang/benda sebagai objek jual beli serta harga dari objek jual beli tersebut,
meskipun barang/benda belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Tetapi lain halnya dengan jual beli menurut hukum adat, dimana sifatnya
adalah “Contant™ atau tunai dan pembayaran harga dan penyerahan haknya harus
dilakukan pada saat yang bersamaan. (Perangin, 1994:16),

Jual beli hak atas tanah merupakan salah satu dari berbagai jenis jual beli,
jual beli hak atas tanah oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 vang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
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Tahun 1997 sebagai pengganti dan mencabut peraturan Pemenntah Nomor 10
Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah.

Didalam PP Nomor 24 Tahun 1997 pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa
peralihan hak atas tanah dengan jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang
harus dibuktikan dengan suatu akia yang dibuat olech dan dibadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT),

Tual beh hak atas tanah vang dilakukan dengan Akta PPAT ini, akan
menyebabkan perubahan pemegang hak atas tanah tersebut, dan untuk menjamin
kepastian dan perlindungan hukum maka diwajibkan untuk didaftarkan kepada
Kantor Pertanahan.

2.3.2 Pengertian Akta Jual Beli Hak atas Tanah

Dalam ketentuan pasal 37 ayal (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dimaksud peralihan
hak atas tanah dengan jual beli, harus dibuktikan dengan akta PPAT sebagai bukti
telah terjadi jual beli hak atas tanah, maka PPAT membuat akta jual beli.

Akta yang dibuat PPAT merupakan akta autentik yang artinya mempunyai
kekuatan pembuktian yang mutlak, mengenai hal-hal atau peristiwa-peristiwa
yang telah disebutkan di dalam akta tadi. (Soimin, 2001:91).

D dalam pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan suatu akta autentik ialah
suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat
oleh atau dihadapan pegawai-pegawal umum vang berkuasa untuk 1tu ditempat
dimana akta dibuatnya. (Subekti, 1999:475)

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Menter1 Negara Agararia/Kepala Badan Pertanahan Nasional, jadi vang membuat
akta jual beli 1tu adalah pejabat umum. (Soimin, 2001:87).

Berdasarklan ketentuan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal | angka 4 menyatakan bahwa “Akta
PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai buku telah dilaksanakan
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perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun”. (Harsono, 2000:676),

Peralihan hak atas tanah dengan jual beli mengakibatkan berubahnya data
pendaftaran tanah, maka pemerintah menuangkan dalam Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dalam pasal 95 ayat (1) huruf a, peraturan tersebut
menyatakan bahwa akta jual beli merupakan akia tanah yang dibuat PPAT guna
dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran 1anah

2.3.3 Pengertian Sertifikat

Salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijilid menjadi satu
bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan
peraturan, disebut sertifikat, (Perangin, 1994:108).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997
menyatakan bahwa sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yundis yang
termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data
yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” Ketentuan
pasal 32 ayat (1) tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan dari pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dimana scbagai akibat dari pendaftaran
hak atas tanah, maka diberikan suatu tanda bukti hak vang disebut dengan
sertilikat tanah, yang berlaku sebagai akibat yang kuat terhadap pemegang hak
atas tanah,

Alat pembuktian berupa sertifikat merupakan suatu kegiatan pendaftaran
tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan di Indonesia dan berdasarkan
ketentuan dalam pasal 31 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997, maka sertifikat
tersebut hanya boleh discrahkan kepada pihak yang namanya tercantum sebagai
pemegang hak atau pihak yang dikuasakan olchnya.
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Subiyanto, Bsc., Staf Subsekti 111
(peralihan hak. pembebanan hak dan PPAT) Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo, sertifikat pada dasarnya merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang
tanah. Sertifikat yang dipegang oleh pemilik merupakan salinan dari buku tanah
yang terdapat pada Kantor Pertanahan Dahulu dihalaman sampul surat/buku
kepemilikan tanah yang pegang oleh pemilik tanah tertera tulisan “Salinan Buku
Tanah”, tetapi karena masyarakat lebih sering menyebut buku tersebut dengan
kata “Sertifikat”, maka tulisan “Salinan Buku Tanah” pada buku itu diubah
dengan kata “Sertifikat”

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang pembuatan akta jual
belinya dibuat oleh dan dihadapan PPAT harus didafiarkan kepada Kantor
Pertanahan. Pendaftaran ini untuk perubahan dalam sertifikat dan sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 105 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Sertifikat
hak yang dialihkan discrahkan kepada pemegang hak baru atau kuasanya”, maka
akta jual beli yang telah dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan, sertifikat
tanahnya harus diserahkan kepada pemegang hak baru dari hak atas tanah

tersebut,

2.3.4, Pengertian Pendaltaran Tanah

Kata pendaftaran berasal dan kata Cadastre (bahasa Belanda® Kadaster)
vaitu suatu istilah yang sering dipergunakan dalam  pelaksanaan  pencatatan
(perckaman) data tentang suatu bidang Pencatatan (perekaman) terdiri dari
pencatatan atas hak, letak, luas, batas-batas dan bahasa latin “Capitasstrum™ yang
berarti register atau capita atau unit yang diperbuat (dipersiapkan) untuk pajak
lnah di Romawi (Capottio Torrens). Selanjutnya Parlindungan (1990:11)
memberikn arti cadastre secara tegas yaitu rekord (rekaman dari lahan-lahan. nilai
tanah dan pemegang haknya serta untuk kepentingan pajak)

Guna memjamin kepastian hukum dan hak-hk atas tanah, disatu pihak

UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh
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wilayah Republik Indonesia dan dilain pithak UUPA mengharuskan para
pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanahnya
( Wargakusumah, 2001:66)

Boedi Harsono merumuskan pengertian pendafiaran tanah sebagai suatu
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk
mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu vang ada di
suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu. (Wargakusumah, 2001:66).

Hal ini sesuai dengan pengertian pendaftaran tanah yang tercantum dalam
pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

Ranghaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan  dan teratur, meliputi  pengumputan, pengelolaan,
pembukuan dan penyajian serta pemeltharaan data fisik dan data vuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-hidang vang sudah ada
haknya dan hak miltk atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya,

Palam kaitannya dengan pendaftaran tanah vang sesuai dengan peraturan
hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat pandangan Sir Charles Fortescue
Brickdate yang dikutip oleh Simpson (dalam Parlindungan, 19904), menyatakan
ada 7 unsur yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah yaity
1. Security yaitu jaminan keamanan. Bertolak dari kemantapan sistem sehingga

seseorang akan merasa aman atas hak tersebutbaik karena membeli tanah
tersebut atupun mengikat tanah yng bersangkutan dalam suaty jaminan atas

utang (piutang),

12

Simplicity yatu sederhana sehingga setiap orang dapat dengan mudah

mengerti tentang pendaftaran tanah,

3. Accuracy yaitu adanya teknik yang lebih efektif dan teliti dalam pendaftaran
tanah shingga data yang tercatat sangat sesuai dengan keadaan tanah yang
sebenamya;

4. Expedition yaitu adanya kelancaran dan menghindari hal-hal vang tidak jelas

sehingga waktu yang berlarut-larut dapat dihindan:
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3. Cheapness yaitu agar dapat dijangkau oleh semua kalangan, biaya pendafiaran
tanahnya harus murah;
6. Suitability to circumstances yaitu pendafiaran tersebut akan tetap berharga
baik saat ini maupun kelak kemudian hari;
7. Completeness uf the record yaitu -
a. Perekaman tersebut harus lengkap. lebih-lebih lagi masih ada tanah-tanah
vang belum didafiar;
b. Pencatatan setiap tanah vang didaftarkan harus berdasarkan keadaan pada
waktu itu,

Pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah bertolak dari Jaminan
kepastian hukum sebagaiamana yang tercantum dalam pasal 19 ayat (1) ULPA,
maka tujuan pendaftaran tanah dijabarkan lagi dalam pasal 3 PP Nomor 24 Tahun
1997 yaitu
| Untuk memberikan kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan,

b2

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data vang diperlukan
dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan

satuan-satuan rumah susun vang sudah terdaftar,

fad

Untuk terselenggaranya tertib adminstrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah dalam prakicknya lebib banyak dilaksanakan atas
permohonan masyarakat sendin (perorangan/badan hukum) vaitu disebut dengan
pendafatarn tanah sporadik, tetapi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dapat juga dilaksanakan melalui inisiatif dari pemerintah sendin dan
dilaksanakan secara massal yaitu disebut juga pendaftaran tanah secara
sistematik.  Kegiatan pendafataran tanah vang dilakukn secara sporadik
maupun sistematik pada dasarnya untuk memperoleh suatu manfaat Manfaat

pendaftaran tanah tersebut vaitu
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1. Memberikan pemeratan perlindungan hukum pemilikan dan penguasaan tanah
kepada setiap warga masyarkat;

2. Meningkatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan tanah;

3. mengurangi konflik yang terjadi di masyarakat sebagal akibat ketidakpastian
mengenai status tanah,

(BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Pensertifikatan massal)

2.3.5, Macam-Macam Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perorangan atau badan
hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah memberikan wewenang
kepada vang mempunyainya untuk mempergunakan tanah vang bersangkutan,
(Wargakusumah, 2001.67),

perkembangan hak atas tanah di Indonesia telah mengalami perubahan
yaitu sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana. sebelum berlakunya UUPA dalam
hukum tanah dikenal 2 (dua) kelompok hak atas tanah
' Hak-hak atas tanah vang tunduk kepada hukum barat vang lazim disebut tanah

hak barat;

el

Hak-hak atas tanah yang tunduk kepada hukum adat vang lazim disebut tanah
hak Indonesia. (Perangin, 1994:145)

Setelah terciptakanya UUPA, maka hak barat maupun hak Indonesia
diubah menjadi hak atas tanah bare vang disebut dalam hak tanah yang baru,
prinsipnya adalah bahwa hak yang lama diubah menjadi hak yang baru vang sama
atau hampir sama wewenang pemegang haknya (Perangin, 1994:145)

Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 ditentukan
macam-macam hak atas tanah yaitu
1. Hak mualik,

I

- Hak guna usaha,

Hak guna bangunan,

e Lad

- Hak pakai,
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5. Hak sewa,
6. Hak menbuka tanah,
7. Hak memungut hasil hutan,
8 Hak-hak lain yang tidak termasuk diatas yang akan ditetapkan dengan undang-
undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam
pasal 53 yaitu

a. Hak gadai,

b. Hak usaha bagi hasil,

¢. Hak menumpang,

d. Hak sewa tanah pertanian.
Hak Milik (HM) adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan yang menyatakan bahwa
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pasal 20 UUPA).
Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk menguasai tanah yang dikuasai
langsung oleh negara, dalam waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang
lagi selama 25 thun, guna perusahaan pertanian, perkcbunan, perikanan atau
peternakan (pasal 28 UUPA).
Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan milik serdiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun serta dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama
20 tahun (pasal 35 UUPA),
Hak Pakai (HP) adalah hak untuk menggunkan dan atua memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atas tanah milik orang lain, yang
membenkan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya (pasal 41 UUPA) tetapi tidak bersumber pada hubungan sewa
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.
Hak Sewa (HS) adalah hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk sesuatu
keperluan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa (pasal 44
UUPA).
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Sedangkan hak membuka tanah dan memungut hasil hutan bukanlah hak
atas tanah dalam arti sebenamya, karena tidak memberikan wewenang untuk
mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Dimasukkannya ke dalam
kelompok hak-hak atas tanah. lebih bersifat penyelarasan terhadap sistematika
hukum adat yang menggolongkan hak-hak tersebut sebagai hak atas tanah
Menurut Boedi Harsono, kedua hak termaksud lebih merupakn bentuk
“Pengejawantahan™ dari hak ulayat (Wargakusumah, 2001:69).

Hak-hak atas tanah yang memungkinkan terjadinya pemerasan orang atua
golongan tidak boleh ada didalam hukum agrana baru Dalam pasal 53 UUPA,
hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak sewa tanah pertanian (kecuali hak
menumpang) adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang mempunyai,
untuk menguasai dan mengusahakan tanah kepunyaan omg lain. Jadi
bertentangan dengan asas pasal 10 yang menyatakan bahwa sctiap orang atau
badan hukum mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan
mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara
pemerasan. dan memungkinkan timbul hubungan yang mengandung unsus
pemerasan. (Perangin, 1994 229-230),

Dan mengenai hak menumpang menurut Boedi Hersono bukanlah karena
tidak sesual dengan asas pasal 10, tetapi karena tidak tepat objeknya Hak
menumpang tidak mengenai tanah pertanian tetapi mengenai tanah bangunan, lag
pula mengandung unsur feodal, (Wargakusumah, 2001:70)

Dalam perkembangan UUPA, kemudian dikenal dan dikembangkan pula
hak pengelolaan. Pengelolaan sebagai jenis “hak” belum discbutkan dalam pasal
16 ayat (1) UUPA, tetapi “mengelola” tanah negara sendiri sebagia “fungs”
sebanarnya sudah terbaca dalam penjelasan angka 112 UUPA. (Wargakusumah
2001:69).

Dalam kattannya dengan skripsi pnulis, hak pengelolaan tidak dapat
dijual, sedangkan hak gadai samapai saat ini didalam praktek belum didaftar,
maka hanya jual beli yang objeknya hak milik, hak guna usaha, hak guna
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bangunan dan hak pakai atas tanah negara yang harus dilakukan dihadapan PPAT.
(Seimin, 2001:90).

2.3.6. Peran Penting Pejabat Pembuat Akta Tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah penyelenggara dari pendaftaran
tanah, dalam melakukan tugasnya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai wewenang melaksanakan
kegiatan-kegiatan tertentu yaitu pembuatan Akta PPAT. Ketentuan ini terdapat
dalam pasal 6 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “Dalam
melaksanakan pendaflaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT
dan Pejabat lain yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut
peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”

Berdasarkan wawancara dengan Satria, PPAT dalam melaksanakan
tugasnya telah diatur mengenai pengangkatan dan  pemberhentian serta
wilayah/dacrah kerjanya oleh Menteri Negara Agrana/Kepala Badan Pertanahan
Nasioanl yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.

Hal i sesuar dengan ketentuan dalam Pasal 5 avat (1) dan (2) PP Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah yang
berbunyi -

Pasal 5 ayat (1) .

“PPAT diangkat dan diberhentikan oleh menteri”
Pasal 5 ayat (2):

"PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertenty”

Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terlebih dahulu harus lulus
dalam upan yang diadakan Kantor Menteri Negara Agrania/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yaitu bagi lulusan program pendidikan spesialis notariat atau
program pendidiakn khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
tinggt (Pasal 6 huruf £ PP Nomor 37 Tahun 1998) dan yang dapat diangkat karena

jabatannya adalah .
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|. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum
cukup terdapat PPAT scbagai PPAT Sementara. (pasal 5 ayat (3) huruf a PP
Nomor 37 Tahun 1998);

2. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT sebagai
PPAT khusus, dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat
atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat
berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri
(pasal 5 ayat (3) huruf'b PP Nomor 37 Tahun 1998),

Tugas dan wewenang PPAT dalam  melaksanakan sebapian tugas
pendaftaran tanah adalah dengan cara membual akta yang merupakan bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak atas
satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendafiaran perubahan data
pendaftaran tanah.

Dan perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum yang
sesual dengan pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 yaitu :

a. Jual belj,

b. Tukar menukar,

c. Hibah,

d. Pemasukan dalam perusahaan,

e. Pembagian hak bersama,

f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atau tanah hak milik,
g. Pembenian hak tanggungan,

h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Pembuatan akta oleh PPAT yang meruapakan suatu akibat hukum lentang
peralihan hak atas tanah dilakukan berdasarkan pada daerah kerja yang telah
ditentukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional,

Dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 juga menjelaskan
mengenal daerah kerja PPAT yaitu ; © PPAT hanya berwvenang membuat akta
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mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun vang terletak di
dalam daerah kerjanya™.

Dari  Kewenangan scorang PPAT berdasarkan daerah  kerjanya,
berdasarkan judul skripsi penulis maka PPAT yang berada di Kabupaten Sidoarjo
hanya dapat membuat akta sesuai dengan kedudukannya tersebut,
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1, Kesimpulan

Dari hasil pembahasan vang dipaparkan pada Bab IIl, maka dapat

disimpulkan ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan-kebijakan
kepada PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuatkan Akta Jual beli,
seperti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo nomor 640.350.0.6650 perihal Kewajiban PPAT se-
Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan yang dikeluarkan ditujukan guna terciptanya
administrasi tanah Kabupaten Sidoarjo vang tertib dan teratur. Dengan
demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan proses
pembuatan akta jual beli vang terarah, tertib dan teratur.

Akta jual beli PPAT mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik, dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu sengketa tanah. Selain itu
akta jual beli PPAT sebagai sarana dalam proses peralihan hak atas tanah yang
dapat mengakibatkan beralihnya pemegang hak atas tanah. Dari hal tersebut
terlihat bahwa akta jual beli PPAT memegang peran penting sebagai alat bukti
yang kuat guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bag
pemegang hak atas tanah selain dari adanva sertifikat sebagai bukti
kepemilikan tanah.

Kendala dalam pembuatan akta jual beli PPAT merupakan hal yang biasa bagi
PPAT, karena struktur lapisan masyarakat Indonesia yang berancka ragam.
Banyaknya Pemohon vang mengalami kesulitan dalam  memenuhi
kelengkapan seperti surat keterangan waris, pembayaran BPHTB bagi pembeli
dan PPh bagi penjual dan sebagainya. Selain itu dalam proses pendaftaran
peralihan hak atas tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mengalami
kesulitan karena keterlambatan PPAT dalam menyampaikan akta yang

dibuatnya dalam jangka waktu 7 hari kerja.

36
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4. 4.2 Saran

Kerjasama yang baik antara PPAT sebagai Pejabat berwenang dalam
membuat akta jual beli dan Kantor Pertanahan sebagai penyelengpara Pendaftaran
Tanah akan mewujudkan penyelenggaraan pendafiaran tanah vang scderhana,
aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka untuk menjamin kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah di Indonesia,

Selain dari kerjasama tersebut diperlukan juga peran serta dari masyarakat
sendiri untuk lebih membantu kelancaran terselenggaranya pendaftaran tanah

yang cepat, aman dan tertib serta merata diseluruh wilayah Republik Indonesia,
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Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanaliali Kabupaten Sidoo o
dengan ini menerangkan dengan sebenamva baliwa

Nama : DITANY STUEPRIYONG)

NIM T QROTIONN008A

Fakultas iukiim

I miversitas » Uimversitas Temb

Felab melabuban “ureoy 1 wandh pada Rantor Pertanaban kabupaten Sidoarjo dalam

perusunan SkRIPSE sebagar syarat perkuliahan di Universitas Jember dengan
fema : “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI
KABUPATEN SIDOARJO".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Sidoarjo,

An, KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SIDOARJO
. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
AN Ub.

K

Umom

i

_SAKSONO BUDIHARTONO, S.E.
“ 7 NIP. 750 004 960
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RATNA LETIANI SATRIA, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Jalan Raya Wadung Asri No. 42
Telp. 031 - B665541 - 8671311 - 8671870
Fax. 031 - 8665541
WARU - SIDOARJO

an

P35/ PPAT . RLE/AV A Zuns . Sidoatrio. 17 Hei ZOoG3.

k ONS UL I AL L

kepada Yth.:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jemoer

Jalan kalimantan noc.37
rampus Tegalboto

rotak Fos 9 Jember &6B1Z1
JEMBER

Dengan hormat.

Menunjuk surat Saudara nomor WFE/JZ253.1.1/PF.%/2035,
tertanggal 17 Maret 2003, perihal konsultasi, maka dengan ina

kami beritahukan bahwa:

Hama : DHANY SIFRI'YYONG .
MM : FEO7LIO1QI0RS.
Frogram z 5 1 ILlma Hubewm.
Alamat 1 - Jalan tangga /22, Jember;
— Jalan Museantara 4y55 Ferumahan Wismasari.
= b=s. Gemambung, kec. Gedangan - Sidoario.

Terhitung seyak tanggal 20 Maret 2001 sampai dendgan
tanagal 26 April 2003 telah mengadakan konsultasi dikantor
saya tentang masalah:

CTindAaUAN YURIDIS TENTAKNG FELAKSANAAR JUAL BELI

Hak ATAS TAlAH SETEL AN BERLAKLINYA UNDANG UNDANG

MUOMOR: 5 iaHUN 1940 DI RABUFATEN S1MaJ0n

Demikian, atas perhatisnnya kam: ucapkan terima rasan.

Hormat kami.

RATMA LETIAN] SATRIA, S5.H.
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BADAN PERTANAHAN NASIO!N

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 5'D0OA"

Shaln deken Agpunme B Supeapd o Sl T Sidoario

,,|'] Sidoane, ¢ & KOV 15K

i, 7 iﬁ;}-ﬂ, Weo- I’)::!":'I-[" . Reepratla

Yifat ! Yl &ir, PPAT Se Kalmpai—
T.ﬂu‘!pir:‘l‘ll - i lovarjo

Peribal : Kevvajiban PPAT i

SIDOAR]C

Sebapaimona dimaklumi kabwas Pemerintall
mengeluarkan Undang-Undang No, & Tabon 1996 fentar -
Tanggungan Tanah Beserta Benda-Benda vang berkaitan o
Tanah, Peraturan Pemerintah Moo 24 Tahon 19 tentang Pendal
tanah; Veraturan Menieri Nepara Agraria/bepali Badan Perts
BNasiomal No. 3 Tahan 1997 terrtang: ketentoar Uelalegygaan Pesats -
Pemerintali Mo, 24 Tahun 1997,

Berdasarkan hasil evaluasi RKami nencena pelaks
peraturan-peraturan terselmt diatas, masih baoyak difdoipai 1)
vang, belum melabsanakan  kewajibannya scbagaimana me
terutarr o olalam hal hal selagai berikol

1, Pengiviman Akta

Kewajiban PPAT menyampaikan Abbaabta yang felah
tersebut kepada Fantor Pertanahan paling lambat 7 hari 1o -
setel vh penandatanganan akta.

KEenyataannya masih dijumpai pengiriman Akta vang meneo |
kotevambatan bahban sampai 60 hari. Penvampaian Akt (0
mwervoakan kewajiban dan tangpung jawab TTAT

Eetertuan  mengenai  waklo  penyeraban Akt b Ko
Pertas alian untuk Hak Tangpungan apar diperhatiban betont:
Undang Undang Moo 4 Tahun 1996 yo Peraluran Menteri Neg o
Agratta [/ Kepala Tadan Pertanaban Nasicoal Moo 3 Tahono
pasal 11, dan untok peraliban hak karena pentindahan hial
diperhatikan Peraturan Pemerintah No, 24 Tabisin 1997 pasal 40+
Prratiran Menteri MNepara Agraria/Eepala Hadan Pegtasa! o
Masional No, 3 Talnn 1997,

Apabila  pengurusannya  akan  dilakeonakan oleh pang
bersangkutan.  Akta hendaknya tetsp  dikicm ke Kantor
Pertunahan oleh TPAT sesuai dengan ketontuan jangka wa!
terselul,  sedangkan  kepada yang  Tecangkutan/penich
diberikan vopy tanda terinn
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Pemeriksaan Sertipikat

Palam Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 maupon
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanal
Masional No. 3 Tahun 1997 pasal 97 telah diatur hal-hal yai;
dapat merugikan pihak penerima hak/yang memperoleh segu |1
hak, maka sebelum membuat Akta, PPAT Wajib terlebih dahu!s
mencocokkan tanda bukt hak (Sertipikat) tersebut dengan daltar
daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Dalam prakiek masih
Akta yang dibuat ecbelum Sertipikat divocokkan di Kantor
Pertanahan.

Penyampalan Bukti Setor BPHTS

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahon 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada
tanggal 1 Juli 1998, maka setiap perbuatan hukum yvang
mengakibatkan terjadi peralihan hak atas tanah. baik yang terkes.
maupun yang tidak terkena BPHTB waph mengisi S5B BPHTT
serla melaporkan pada Kantor 'BB.

Kepada Kantor Pertanahan, disampaikan foto copy bukti setc-
BPHTB beserta foto copy tanda terima laporan olel Kantor 'S
Ketentuan bahwa PPAT dilarang membual Akta seblum wa)
pajak membayar BPHTB agar betul-betul memdapat perhatian.

Laporan Balanan

Masih dijumpai pengiriman laporan bulanan yang tidak tert
‘waktu, oleh sebab itu diharapkan perhatian Saudara PPAT 2g0¢
penvampian laparan bulanan ke Kantor Pertanahan paling larb |
tanggal 5 setiap bulannya.

Demikian untuk mendapal perhatian dan dilaksanakan.

KFPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SIDOARJO

Propinsi Jawa Timur

di

SURABAYA
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Kepada Yth. :
Sdr. Kepala Kantor Partanahan
Kabupaten Sidoarjo
d SIDOARJOD

Drengan harmat,

Yang bertanda tangan di bawah ni |

Nama e e T e r A T (e L T cr] st i T T eee] '
Umur ST O . L PR IR =N, il et e :
Pekerjaan B A N 3 e R TN e N L A e ST B e S e SR b
MNomaor KTP e b S T e R ey T L A e PR e R APt b E e et
Alamat B SRR e e i e i
Dalam hal inl bertindak untuk dan atds nama diri sendiri / selat-:u kum darl
NERTE: B e T S a4 TSR A N Y P
TUENOT sl e e o e T L 2 e
Pekerjann L s monmns o, et LR PR r e et Kt R ey ESF RO .
ROMOERTE | o nr i, W T DD o, A N . . ”
Alamal

mengajukan permohanan |

1. Pengukuran B. Pemecahan [ Penggabungan Hak

2. Konversi / Pendaftaran Hak 8. Pendaftaran Hak Tanggungan

4. Pendettaran Hak Millk Sarusun 10. Roya atas Hak Tanggungan

4. Perdaeftaran Tanah Wakat 11. Penerbitan Sertiplkat Penggart|

6. Pendaftaran Peralihan Hak 12, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

. Pendaftaran Pernindahan Hak 13, Pengecekan Seflipikat

7. Pendaitaran Perubahan Hak 14, Pencatalan ..........yeceonmes S| |

Atas biadeng tanah hak ! tapah negara |

TRl e e T T I T TR s iy ] g
Desn / Kelumhan .. I, i . L AN
T T T T O N PR ek L o2 e e Py ot e s o e e PR e P S . S
Fabupaten Sielonme  tr e i T, A A A il NP e S A
'L g SN 0 PP pvu U N e ST et A WA S
Untuk melmgkapl pen‘nohnnan dimﬂkm.n:l bersama Ini kami lampirkan ;
| PSS e R e e e ek P T R e e Y X Y s e e e
- . S o T 0 el T £ et
B s R A T T T e e it K o R T A et v TN e Ao WA N N AL R
B e e R A B TTCrR T Iy L e D S T ek s CEV Ty kb S
SIGOEABTAL, 1ovevrnressnryressrmasamn rrassresrrss
Harmat Kami,
Lemptean 12 Permokoman Pendaflarandoc 1014974 | 40 P A s A R AR e e S T



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

1. Daflar lsian 305 NOMOT -1 nimmiemssitimsmsson e iy I Fp

Biaya-biaya yang dibayar

a.  Pembuatan Sertipikat Kanversi Hak Adal | Sural Keputusan 2 NPT ISR
b. Pembuatan Seripikat Pemecahan | Panggabungar Hak R i aiiaimmieseiiteists s
c. Pembuatan Sertipikal Satuan Rumah Susun =1+ YRR i 1%
d. Pembualan Sertipikal Hak Tanggungan BB sisics
& Pembuatan Sertipikat Rusak ! Hilang / Blanko Lama / Batal + 4 R A YOSt
{, Pembuatan Seriplkal Sisa = . TSR P L
g. Pembuatan Kutipan Peta [ Salinan Karlu Marma ! Warkah R st e enb
h.  Pancatatan Peraliian Hak { Jual beli, Hibah, Tukar menukar Lelang, dil) A e Aot
i, Pencatatan Peralihan Hak { Warsan | Bt siossscismriionsisiasssmarmennsy
i Pencatatan Peralihan Hak ( Pemisahan dan Pembagian Harla Bersama | R T AT
k. Pancatatan Ganti Nama / Hak Tanggungan / Sita / Perwalian / Pengampuan RP. oo
. Pencatatan Beban-beban lain T e S AT i gt
m. Pencatatan Hapusnya Hak Tanggungan / Fidusia [ Roya ) R oo essin s bbb s
n. Pancatatan Serfipikat Mall = PR
o. Pekarjaan Lain-lain Rt i
p. Panitia A ( Pengakuan Hak | Rp. 15,000,
Jumlah R Ll 1 S
'

0i Tal Momor | Petugas

Sidoarjo, MENGETARUI,
Kantar Pertanahan Kabupaten Kepala Seksi Pengukuran 201
Sidoarjo dan Pendaftaran Tanah
Petugas, 401

a0z
303
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VA LETIANI SATRIA, SH.

AT PEMBUAT AKTA TANAH
1 Wadungasri No. 42

- SIDOARJO
(031) B665541, 8671311, 8671870
(DN31) BEE5541
PPAT.RLS Sidoarjo,
n Satu (1) bendel

Pengantar Balik Mama Scitifika
[1G1 - Toak Mhlik nomor -

an Kepada Yang Terhormal,

Bapak Kepals Kantor Pertanahan

kabupaten Sidoarjo.

JL Takisa Agung R, Sovprapto 7

SIDOARIO

Denean hormal,

Bersama ini kami serahkan berkas kelengkapan balik nama sertifikat

Hak Guna Bangunan [ Hak Milik nomor :
Dengan rincian sebagai berikut
= Satu (1) Akta Jual Beli tgl
- Satu (1) Surat Pernvataan Tanah vang dipunyai Pemohon ;
- Satu (D) Formulir Model A
- Satwu (1) Asli Sertifikat TG/ Hak Milik nomor
- Satu (1) Fotscopy KTP, KSK, Sural Nikah ( Penjual i,
- Satu (D) Fotocopy KTP, KSK, Surat Nikah ( Pembeli );

= Satu (1) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahuan,

PDengan ni puks Kami mohon agar dapatnya segera diproses balik nama

dan diterbitkan sertifikat balik nama untuk Kepenting:n

Demikian atas perkenan dan kerja samunya vange baik, Kami pcaphan

Lerigna kasih,
" -

: i
Hlormat kami,

PPAT di Warn— Sidaorjo

(RATNA LETIANT SATRIA, S1)
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i PEMBERITAHUAN

SESUAI |PERATURAN  MENTERI  NEGARA
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 3 TAHUN 1997 SEBAGAI PERATURAN
PELAKSANAAN' PP. 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH.

SEHUBUMGAN DENGAN SYARAT-SYARAT YANG
HARUS  DIPENUHI ~ UNTUK  PERMOHONAN
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENDAFTARAN
SURAT KEPUTUSAN (SK) 'PEMBERIAN HAK YANG
DIPEROLEH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 21
TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN 'BANGUNAN ' (BPHTB), UNTUK ITU
DIBERITAHUKAN KEPADA PARA PEMOHON BAHWA :

SELAIN' MELAMPIRKAN FOTOCOPY SSP (FINAL) ATAU
SSB (BPHTB) YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT
YANG-BERWENANG, PEMOHON JUGA HARUS

MENUNJUKKAN ASLI SSP (FINAL) APABILA
HARGA PEROLEHANNYA LEBIH DARI Rp 60.000.000,-
(ENAM PULUH JUTA RUPIAH) DAN ATAU
$SB (BPHTB) APABILA HARGA PEROLEHANNYA
LEBIH DARLERp. 30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA
RUPIAH) KEPADA PETUGAS PENDAFTAR.

DEMIKIAN UNTUK MENJADI MAKLUM.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SIDOARIO
u.b.

, 1Baman Tata Usaha f
i s

M SAID, S.H,
&P, 010070264
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Lienimbang

.‘n‘lchgnirgul

stempe thattkan

B I..lnii‘. thlpirsr

e

KEPUTUSAN MENTERI KELAI

Pas BESAHNYA ILAl PEROLEITAN LoYE
NEA PEROLEHAN ITAK ATAS TANANLD

Digital Repository Universitas Jember

N REPUBLIK INDONESIA
NGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP 830 .f‘-r‘-‘i’.]‘_!’i?!ltn,ﬂfﬁ.ﬂ!fmq

TENTANG |

I PrAIAK ﬂluu.!{ KENA PASIAR
A IMH(;T?F‘.'H‘AN

L1k INDONESH

KADUPATEN SUBOATUIY

MENTERI KELANGAN IEPLU

1]

I'emenntall  Nuis

112 Tahun 2000 tentang Paneniuln Neanmya Rilei |
han Hak otas Tunall'l dan Bangunsn, malk

Bahva  dengan (elah  diterapkannya PPerati r
ippniohan Qhyek I‘nmk
|

Tidak Kena Pajak Rea Parle
ichan Obyck Pajak Tidak Kend |

pesarnya Nilai Pero
an Keputusan hemen K eangan |

Sidearjo perlu ditctapkan deng

e
{2 |
tertang Bea Perolehan Hak o

i {Indanp Undang Nomor 21 Tehun 1987
fanah dan Bangunan (Lembaralt MNepara
Homot 44, Tambahan Lambaban Meg
14688} sebapaimana telah chubah denpan Undnr;ngsundhng Moinit
['ahun 2000 (Lembaran Negara Republik 1:1:!01'%:#5:1 Tahun 2000 Now
30, Tambahan Lembaran Nepatn Repubiik Indanesia Nomor 1988),

) Peraturan  Pemerintah
Besarnya Nilai Perolehan Obye
Flak atas Tanah dan Banginad (
vahun 2000 Nemor 213 Tombaharn er'Tdiraﬂ Nepga

Indonesia Nomnar 4032,

k pajok Tidak Kena Pajak Dea Perolch

| Surat  Bupati  Sidongo pamor
& Desember 2000 Mal Usutan Nila Perolehan
Pojak (NPOPTRR) AFHTE Tabub 2001 .

2 Sural  Kepala  Kantor Pélayanan F'E-d! Bidoargo ~ Nom

3. 7390/ WPJ OO/ 03042000 tangun .
Silai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NFOPI Kp) BRit
Tahun 2001 '

|
|

Republik indonesia Tahun o
ara Requblik Indonesia Nom

Nomot 113 Tabun iz{mn entanpg enentu.

9737 369 |/404.47/2000 rangel!
[dl:yci: pajak Tidak Kol

1R Desember 2000 hal Usulan

F’.‘i!jnlu untuk Kahupated

&

s

Ll

Lemnbaran Negara Republik Indoncel
ra Republih

L

4

b

UK
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MEMUTUSKAN

S - PR
«.-__,.———

sngtapkan ¢ KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TrNTANc, PENETAI'AN
| BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBYEIK [PAJAK TIDAK KEX
PAJAK BEA PERODLEHAN NAIKK ATAS TANAIL DAN BANGUNAN

- UNTUK KABUPATEN SIDOA IO | “

RTNM . Begamya Nilaf Perolehan Obyek Pajak Tidak Kmla I‘a;ak (NPOPTK) I*:

Petolchan Hak atas Tanah dan Bnngunan untuk Kabupaten Sidoarjo dalign
hal perolehan hak karena v-urm. dun hibah wasial yang diterima o |n
pribade yang masih dalam hubuapan keluargs sedamly dilam garis Luumnlu
" rus satu derajal ke atas atay saby derajal ke hiwwlu doncan parnberi by
vasing termasuk suamisisteri, adalah sebesar Rp J VLKL 000,00 | Serat
hma pulub juta.rupinh ).

A

JUﬁ\ . Uusﬁmya Nilai Perolchan Obyek Pn;nk Tidak Ken i*-u.uk (NPOPTKP) Uy
- Perolehan Hak atas Tanah dan Bahgunan untuk Kabupaten Sidearjo dular)
! hal perelehan hak selnin tersehbut dalam Diktum PERTAMA | adalah sebetnt

Rp. 30.000.000,00 ( Tiga pululi juts rupinl ).

Keputusan im mulai berlaku pada tangpal 1 Januari 2001 |

SALINAN Keputusan int disnmpidikan kepada Vil

Direktur Jenderal Pajak;

Cubernur Propinsi Jowa Timut; |
Dircktur Pajak Bumi dan Bangunad,

Bupati Sidoarjo; |
Kepala Kantor Pelayanan PUE Sidoinjo,

6 Kepala Kanlor Penyuluban Pajek Sidearjo, |

' Ditetapkan di SLerh:-;ya ‘
Pada tangpal :EiiL'i'ust:mb{:r 2000 ]

L - W G TSy e

oLt Menter Kew qun ‘Rapublik 1ndnm:'nl

o
o ﬁﬁTyulljth‘ Lepala Kantor "-'vfl[q} ah X
< [ LeraTJLnd:ralFﬁjuk Jawa Timu
| f T
il R AT I
L( _‘( 1t =TI ff'*”wrrl"'
N T
\.'_.:,1;;::‘“_-'.'__‘_‘/' '.|d&. Cde I‘f—me

! maan h:ml_: &

/

\

u
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Digital B

eMD Qe 1

AN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Lirthuk Wajib Pajak
{ SSB } sebaga bukh
: a————— pembayaran
TETA R | CMEN KELAWIAN s BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
EPCHIII e i PAJAK BUMI DAN BANGUNAN {SPOP PBB)
KANTOR FEM"I'#HRH PAJAK BURS DAN EI.H'GLIHAH e — =
PERHATIAN - Racatah poturii i pongeisyi peda halzman belakeang lembar instereteh d=eik
A v mewawrss [T T T T TTT T 1 O (0
2 Atnerat Wit Fajak = === —_— - =
1 KelirahanTesa - ) A RTRW 5 Kecamatan
fi P:ah:Ew_rﬂnln ! ﬂu-:ln- Prys I:[:D:D
B A menadcnge sigukgvonivess 1 [T DY DT TGS LI U] LETE] [
2| etk fanah ol hangomsan ————
3 ¥ewrmherbess LR o ——
5 K it o G KabuipataniKoeta . N
Pasghdtungan MO PRR
Luas M BRE S
raamn s s P i s Engursns pareg [ harksarkan SRET PRB Bhin maannya Lisas v NP PEA et
Py chommalsh| e el |
Fariah | burm § 7 m' | & | Hp 1 [Hp [angha Ty aghad}
Tewanriin ] m? | W Rn ) Fp [ iy amgka 10|
= — e R —1 - ¥
KA PRA n|Rp
ke 110 [
15 Jenis parsebing hak stas anah dan ata bangunan [ __] I 14 Harga franeak=i | N pasar | Rp il I
{ PENCEHITUNSGAN DEHTE | Harvwa dils: berdasarkan penghdungan Wajib pagakg v i [aiarn Rupiah
Nilan Poredihian Chjek I'.qui_n: M 1|
Kilisi Petalalsan ol F"1y'|k Tul.u*; Keina Pajok | HPOPTRE | ¢ 20000 500,00 #
Bl Festplebian CHek Maak hen'! tapak | NPOPE ) gk - ks EN | o
His Peraleban Mak atas Tanal dan Bangunan yang teroteng Bleanghs | i1
Prefsgeriaan A% kanera pemibenian fak pengeinian Fpengenaan 1% atau 50% ke il vessd ') | 00055 Aamad] 5 (e
Bra Peralnhon bk alas Innah dan Hangunan yang hamn déayar fi [
[ Indaly Setoran borda=nikan [ntuk disslerean ke rekening Kas Megara ag BPHTRE MAD 1 n I 1 I 61 I

L]

o Penghfunog e Waph Pajak

I+ STH/SKRER ! SKRKAT 4 Namo _ langgal

L]
L]
L1

[kergan anpks
o

"1 Gorat pang lidak gy

o Posgammngan chhidung sende karena i
il
Doz P Ll

MERCE TR
[FATINCITARISMEFAL A KANTOR | FI AMCITEIWAAT | F1ANG !
KEPALAKANTOR PERTAMY WM BAHUPATEN T KOTA

THTERINA UL
FIANE {KANTDE POS PERSERS
Tangns

, Tyl
VOB PALAK + PERYE TOR

WK AFHTR | 80

I ————— T Hamalengian seege daninda g s o e
g N P 1 O P R
e P | oeren 1] [1J CLL) CLLJ LTI COTTI O

L 1% Warh Pajak
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DEPARTEMEN KEUANGANR1 | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1
DIREKTORAT JENDERAL PAIAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP) Untuk Arsip WP

---------------------------------------

RN R

wal dengan Nomor Pokok Wajtk Pajak vang dimiliki

B NI 8 i ovon f v iians o o T8 e a0, g A0 i b A S e A e e
MAT E i R e TR T e R S R SN SRS B T B SR e e S R G W s R A L
/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran - Urman Pembayaran

1] ] WY g

Masa Pajak Tahun ﬂ
Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt E an' Des ﬂ[ r | [ |p
- = il I Ffedim feriefiin ey "h!l.lfr

it sitfeirng paeln Saletly satu kelom bulan ik e g herkenman

cietetapan | | [ | | J/L [ | Jel [ el L dL ]

et Nomor Kelelapan ; STF, SKPKS, SKFKBT

sh Pembayaran IR 0 o s s = e SR SRR AN
it rapriah perich

.....................................................................

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajlh PﬂJnkJ’PenyElur

Tanggal ..uvvacnnsisunssssnnss . o Ll ..
Cap dan tamda tavigan I‘ it i !.r.m ru:'...h e
8 Jelas T oo i s i s s e s s e I JEIRS 2 o L et sk sni e h e r s A AR w R A

e Validasi Kantor Penerima Pembayaran

1 bukn petunink peagivian

2.01
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SURAT KETERANGAN WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami ahli waris dari Almarhum ©
menerangkan dengan sehenammya bahwa AIMBIRUM e telah
meninggal dunia pada talin @i di Desa Kelumnban 1o s daiinsiianid
s = e s e R i e S Rabupalen ;s s SeHEgal tempat

tinggal yang terakhir

Semasa hidupnyn ATNMDIIIM § i S kawin sih dengan scorang
T T Ve e RSN, PR JPURL. SO o . S vang kini sudah meninggeal dunia { masih hidup,
dan dulnm perkawinan welah dilabirkan @ i anak masing-musing bermana ©
D e e T e T 313 1 R e THEERIIRLS i i b e e
e T T R R LM L i prmmeecormosneriepes TRt TIIEEES o cvsapps s e e s
e T e e B, o g 2l ST NS B T LY
B e e e (i SRR A2 R AR L1 L TER, < AL o S s S e
. ——————__ A SRR, W, J— I i o s TR S o PR

AR = v R G S meninggalkan harta peninggalan berupa sebicang
tanah terletak di Desa ! Kelurahan @ o i s B T L S ) :

K abupaten Sidoarjo, tersehul : <. i s WIS K iimiens M!

Dengan demikian yang berhak atas warisan tersebut adalah

[PRTTORURIE. S0 DTN AFIRRINORRY | L S P e et B e T | ]
 Ee—, VO ;R AR S e S AP e e v ek (PR
, AP, W, .

perlu.
............................ 7] Y . SRPRT R e~
SARSE - SAKSI Para ahhi waris
e e o CL Y ) s i ) [
3 Mlaterm
7 L . e { ) 3
4 R 60,

e B i il e s K.epaln Desa / Kelumhan
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SUR - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawaly i -

Mama 0000 0 aEnEaaia S T e e
Limur R R e s -
Kewarganegoraan - T R e e v
Pekerjaan T e G e s s e e ann ey e e s e
Alamat, = o b wdiiEses P by e e R B SEA E EE
Nomor Telp. /110 L s e R

Seloko pemmilik 7 yang menguasai bidang tanah pekaranganfambak/sawal Legalan
terletak di

= Pesn { Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten D RINDOARIO

= Propinsi CJAWA TIMUR

Drengan hatas-hatas
- Ltara

= Timur

- Selatin

- Parat

Dengan ini menvatann schagai heriko

1. Bahwa tanali yang kami ajukan permohonan sertipikat tanah ini. sebelum tahun 1960

adalal milik oo e et schagaimana tereantum dalam
leter O No e et e ] T W RS o e m’

2. Sejak tahun . tanah tersebut selimuhnys / sebagian vaknid seluas o m’,
dimiliki / dhi I\.lh!‘u A e) [ e s [ A vy herdasarkan  joal beli /
hibab { waris { hibah wasiat ¢ tukar uwnnk.nr ) secara 11-;m| akta dibawah tangan
it O ———— o wing dikuatkan aleh Kepala Desa

3. Sejak tahun . AAanah tersebat selurahova/ hl:"l'm}\lﬂﬂ vtk seluns o, e 1
dimiliki / dikuasm oleh Sdr. o FOROMNIORORIRIRR] ¢ .1 -1 111 41,0 | |l.|al hq,hf
hibah / waris / hibah wasint ( tukar i"l:'ll."!'lll'-n.:'lr ] Secar |t~l|n fakta dibawah  tangan
tanpeal oociaan . yang dikuatkan oleh Kepala Desa

4. Babwa sejak talwn tanah terschut seluruhnya / schagian yakni seluas

i —! m” telah kami milikifkuasai secar ( jual heli { hibah / waris ¢ hibah wasiat /
IILIHI' menikar ) herdasarkan akta diliwsab angah tnggal A R E

yang dikuntkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan

5. Bahwa tanah tersehut sant ini sccara G=ik telah kami milikikvasai dan kewajiban
membayar paiak bumi telah kami penubi snmpai tahun

6. Balwa sampai soat i tidak permah ada MASALATL TIDAK MENJIADI AGUNAN
DAN TIDAK MENJAIN AGUNAN kepada siapapun

7. Bahwa sampan saat ini tanah tersehut helum pemah terbit Seripikai
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Diemikian Surat Pernyataan imi kami buat dengan sebenamya dan apabila pernyataan
karmi tidak benar atau palsu, kami bersedia ditontut sesuai ketentuan / hukum yang berlaku.

Sidoarjo,

YANG MEMBUAT PEENY TAAN

maler

SAKSI-SAKS] YANG MEMBENARKAN
1. Nama T e, :

Pekerjaan

Alamat

Tanda Tnug;an B e T
2. Namn s e R

Limur B Ty oy

Pekerjaan N -

Alamat o a— . L

Tanda Tangan

. MENGETAHLIT

KEPALA DESA / KELIIRAHAN
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Desa/ kKelirahatt-

Kecamatan
Kabupaten Sidoaljo
SURAT - KETERANGAN
Tentang Pemilikan Tanah Yasan / Tanah Hak Milik Adat
Nomor

Kepala Desa/ Kelurahan : .
Menerangkan dengan sebenamya hahwa sebidang tanah terletak di Desa: :

Kecamatan kabupaten Sidoarjo menurul daftar letter C pada
langgal 74 September 1960 tanah bekas Hak Yasan Petok O ! Leltar C No - Persil
Kelas Luas + M’ lertulis atas nama - :

kewarganegaraan Indonsela. penggunaan tanah untuk  perumahan { pedanan [ sawah/tegal /lambak ) *).

BATAS BATAS TANAH
Sehelah Utara
Sebelah Timur
Sehelah Selatan
Sehelah Baral

Tanda - tanda batas lanah tersebut telah dipasang herupa
tembok / hesi / tugu betan *) sesual peraturan Menteri Megara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional No 3 Tahun 1997 dan telah disetujul oleh pamilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan

#dapun nwayal tanah tersehut adalah sebagai barikut

1 Sebelum lgl 24 - 3 - 1960 yakni tahun tertulis atas nama o b
Pelok O/ Letter C Mo Persil Kelas - RELEE il N
2 Padalgl 24 -9- 1960 terulis atas nama Tl e T
Pelok [1/ Lettar C No b Parsil .. Kelas . . Luas+ ..o W
3, Sejskfahun_ .. .. terlilis atas nama ) N
Petok O/ Letter © Mo i ... Persll. Kelas i Luas+ ... o M
4 Selak tahun .. . lertulis atas nama R ferere e e b 1 .
Petok D/ Leller G Mo o Persil : Kelas v duas + RIS
5 Sejak 1dhun = tertulis atas nama T TTTEE SR e PR 5. S
Petok D/ Letter C. Nao : ... Persil . Knlas AR i v NE

Dengan demikian sebelum tanggal B Nktabet 1997 tanah tersebut dalam PelokD / Letter C

Mo Parsil . Kelas o1 NI s T i K2 dimiliki dan lertulis
alas nama A disehabkan { Jual Bali ! Hibah | Waris ) *) sebagaimana
bukti terlampir L

Keadaan lanah tersebut
1 Tidak dalam sengketa, lidak dijadikan aminan hutang piutang / idak dibebani Hak Tanggungan
2 Di atas tanah tersebut berdiri bangunan gedung / tanah kosong

Demikian surat keterangan ini dibual dengan sebenarnya dan dapal dipargunakan

sebagaimana mastinya
Sidoarjo,

Kepala Desa/ Kelurahan

" Corelyang tidak periu
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Digital Re SORAIIERNAMANSItas Jember

{ Pasal 99 Peraturan Menieri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Talumn 1997)
Yangs bertanda tangan Jf bawah ing, karg

Mama

Llmue

Kewarganegaraan

Pekerpaan

Alamat

- Selaku calon penerma hak atas anah

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya dengan perimudalian hal reesebur, ndak tmeniuli pomegmng bak ats
tanah yvang melebuhr keten i gl petgnmsaan b metacat Ketenaan
peraturan perundang undangan yange ber ik

2. Bahwa saya dengan pemandaban Bak evsebon, tdak ninjadi pemeging hak atas
tantal abssenteo (gontar ) menurot kigen preraturan perundangrmdangan yang

herlaku

3. Saya menyadan, habwa apalils pernyatun sehagaimana dimabksod pada ponn 1 dan
2 dmtas tilak benar, maka tanah kelelwhan aran nah absentee terselr tneradi
Cibyek Landreform / Pengarran Penguasaan Tanal,

4. Bahwa saya hersedm menanggung akilai hulewtvnya, apabila pernyataan sehagaimana
damaksud pada poin | dan 2 rerselnt dak benar

Dremikian Surat Pernyatuan i dibuat dengin schenarnya dan intuk dipermmakan
sehagaimana mestinya

Sicleiarges,

MEMNCGTETAIILD VARG MENBUAT PERNYATAAN
KEPALA THESA / KELURAITAN
Mlaterm
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